HAK WARIS ANAK DARI WATHA’ SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER by Deni Putra, -
HAK WARIS ANAK DARI WATHA’ SYUBAHAT 
PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER 
 
SKRIPSI 
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  













JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH) 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 
RIAU-PEKANBARU  







Deni Putra (2021) :  Hak Waris Anak Dari Watha’ Syubahat Perspektif 
Fiqih Kontemporer 
 
Penelitian ini  berjudul “(Hak Waris Anak Dari Watha‟ Syubahat 
Perspektif Fiqih Kontemporer)” perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Permasalahan yang muncul ketika 
terjadi watha‟ syubahat dalam segi perbuatan sehingga menyebabkan lahirnya 
seorang anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status dan 
hak waris anak tersebut. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah 
Status Hak Waris Anak Dari watha‟ syubahat Perspektif Fikih Kontemporer? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak 
waris anak hasil watha‟ syubahat persfektif fiqih kontemporer. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library 
research, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku 
sebagai sumber datanya. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan normatif dan pendekatan syar‟i. Penelitian ini dalam dua 
konsentrasi yaitu,  pendapat ulama kontemporer terhadap watha‟ syubahat, 
Implikasi watha‟ syubahat terhadap kewarisan ? 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan sekripsi ini 
dapat di simpulkan bahwa ulama kontemporer menyatakan anak hasil watha‟ 
syubahat dalam segi perbuatan di nasabkan kepada laki-laki yang mewatha‟ 
ibunya secara syubahat, maka dari itu anak hasil watha‟ syubahat berhak 
mendapatkan warisan  seperti hal anak sah karena anak tersebut di nasabkan 
kepada ayahnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam 
masyarakat. Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara 
seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang dimaksud dengan perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
1
 
Pernikahan ini sudah menjadi hal yang sakral bagi kehidupan manusia. 
Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Selain itu penikahan juga 
adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka 
pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan 
saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga 
memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat 
memang harus disalurkan. Agama islam juga telah menetapkan bahwa satu-
satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya 
dengan pernikahan. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua 
kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniah, yang termasuk 
kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan 
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pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang 
anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.
2
 Disinilah dirasakan 
pentingnya keberadaan anak dalam suatu lingkungan keluarga. Keberadaan 
anak ini memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Seperti halnya, dengan 
kehadiran anak akan dapat mempengaruhi status sosial sebuah keluarga di 
tengah masyarakat, dapat menciptakan suasana baru yang lebih indah dalam 
keluarga, menjadi pewaris dari harta orang tuanya, dan juga dapat lebih 
mempererat ikatan pernikahan suami istri. 
Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana 
penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan 
perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun 
surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan 
tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah 
ditetapkan Islam. Selain itu, pernikahan juga ditujukan untuk menjalin 
hubungan kekeluargaan, meneruskan atau melanjutkan keturunan, sebagai 
penerus bagi kelangsungan hidup manusia. 
Islam telah mengatur mengenai pernikahan, baik itu tentang siapa 
dengan siapa, bagaimana proses pelaksanaannya dilakukan, serta syarat dan 
rukun yang harus dipenuhi.  Jika kemudian hari muncul permasalahan yang 
berkaitan dengan hal di atas, maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan atau 
juga ditetapkan demi hukum. Meskipun perkawinan telah terpenuhi seluruh 
rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena 
masih tergantung lagi. 
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Watha‟ syubahat merupakan salah satu penyebab rusak nya suatu 
perkawinan, yakni apabila terdapat suatu keadaan yang meragukan, apakah 
persetubuhan itu dilarang atau tidak. 
Menurut Wahbah Zuhaili, waṭha‟‟ syubahat atau waṭi‟ syubhat 
merupakan hubungan senggama selain zina, namun juga bukan (hubungan 
senggama: penulis) dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid.
3
 
Golongan Syafi‟i membagi syubhat ini kepada tiga bagian sebagai berikut; 
1) Syubhat dalam objek atau tempat. Contohnya adalah menyetubuhi istri 
yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada 
duburnya. 
2) Syubhat pada dugaan pelaku. Contohnya menyetubuhi wanita yang tidur di 
kamar seorang suami yang disangka sebagai istrinya, padahal sebenarnya 
seorang tamu. 
3) Syubhat pada jihat atau aspek hukum. Contohnya nikah tanpa wali. Imam 
Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan ulama lain, seperti Imam 
Syafi‟i tidak membolehkannya., pelaku tidak dikenakan hukuman had. 
Golongan Hanafiyah membagi syubhat tersebut menjadi dua bagian: 
1) Syubhat dalam perbuatan. Contohnya adalah laki-laki yang menyetubuhi 
istrinya yang sudah ditalak tiga tetapi masih dalam iddah. 
2) Syubhat dalam tempat atau objek. Syubhat ini disebut syubhatul hukmiyah 
atau syubhatul milk. Hanafiyah memberikan contoh delapan kasus jarimah 
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zina yang termasuk syubhatul mahal (syubhat dalam objek). Tujuh kasus 
diantaranya berkaitan dengan persetubuhan terhadap jariyah atau hamba 
sahaya. Akan tetapi karena zaman ini masalah sahaya telah dihapuskan 
maka hal itu tidak dibicarakan disini. Adapun syubhat yang satu lagi 
adalah menyetubuhi istri yang ditalak bain bil kinayah (dengan sindiran). 
Dalam hubungan dengan syubhat dalam watha‟ karena adanya akad ini, 
berikut ini akan dikemukakan contoh beberapa kasus sebagai berikut. 
a) Wathul Maharim Adapun yang dimaksud dengan wathul maharim 
adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi.  
b) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal. 
c) Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya 
d) Persetubuhan karena dipaksa 
Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman ha d bagi wanita 
yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal 
ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. 
Setelah menguraikan keterangan yang di atas bahwa hukum adalah 
ketetapan Allah yang berlaku pada tindakan-tindakan mukallaf dalam kondisi 
dia berbuat/ bukan dipaksa
4
. Ungkapan Imam An Nawawi pada fatwanya 
dalam kitab an-nikah “bahwa hukum halal dan haram adalah bagian dari 
ketentuan-ketentuan dengan tindakan-tindakan mukallaf sedang orang lupa, 
salah dan sejenis bukanlah kategori orang mukallaf. Memiliki anak bagaimana 
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dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status ataupun hak waris dari anak 
tersebut. 
Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang 
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian 
yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap 
pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, 
atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.
5
 Sedangkan maknanya 
waris menurut bahasa ialah „berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada 
orang lain‟. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.
6
 Kata waris terdapat 




a) Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. al-Naml, 27:16) 
b) Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. al-Zumar, 
39:74) 
c) Mengandung makna “mewarisi atau meminta warisan” (QS. al-Maryam, 
19:6) 
Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari 
orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Pengertian 
tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, 
definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih 
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kepada orang lain yang masih hidup.
8
 Adapun pengertian hukum kewarisan 
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 
huruf a KHI). 
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti 
mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang tuanya melakukan watha‟ 
syubahat. Dengan itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “HAK 
WARIS ANAK DARI WATHA’ SYUBAHAT PERSPEKTIF FIQIH 
KONTEMPORER”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, serta karena 
keterbatasan waktu biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis memberi 
batasan yang berfokus kepada  seorang ulama kontemporer yang bernama 
Wahba Zuhaili. Pada penelitian ini penulis hanya membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan: “HAK WARIS ANAK DARI WATHA’ SYUBAHAT 
PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER”  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah 
yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pendapat ulama kontemporer terhadap watha‟ syubahat? 
2. Bagaimana Implikasi watha‟ syubahat terhadap kewarisan ? 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui hak waris anak. 
b. Untuk mengetahui status hak waris anak dari watha‟ syubahat 
perspektif fiqih kontemporer. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang status  
hak waris anak hasil watha‟ syubahat yang ditinjau dari fiqih 
kontemporer. 
b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya 
dalam bidang kewarisan. 
c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi hukum dalam 
merumuskan ketetapan-ketetapan hukum. 
 
E. Metode Penelitian 
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode 
ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah 
satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang 
memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu 
dari hasil yang maksimal.
9
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif 
adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku 
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perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah 
penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan 
berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang 
dipertanyakan.
10
 Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya 
suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan 
buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan 
mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang 
berkaitan dengan pembahasan tersebut majalah, atau karya ilmiah lainnya. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis 
penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library research), 
maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah 
dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui 
penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer 
ataupun yang bersifat sekunder.
11
 Pada penelitian ini sumber data yang 
digunakan adalah: 
a) Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data 
langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan 
yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. 
Adapun sumber data primer dalam  penulisan penelitian ini meliputi 
buku Fiqh kontemporer dan buku-buku yang menunjang penelitian ini. 
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b) Sumber data sekunder 
Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat 
pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data 
sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 
orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. 
Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, 
hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain 
sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian 
ini.
12
 Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-
artikel atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya 
penelitian ini. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode 
dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat 
kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan 
berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, 




G. Teknik Analisis Data 
Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
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pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
14
 Untuk menganalisis 
data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil 




Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis 
adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, 
mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan hak 
kewarisan anak dalam fiqih kontemporer. Kedua, displai data, dalam tahap ini 
penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data 
sumber primer dan sumber sekunder).  
Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan 
memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, 
peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga 
data yang telah terorganisasikan memiliki makna.
16
 
Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana hak kewarisan anak 
hasil watha‟ syubhat. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 
yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I     : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah. 
Masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini 
perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. 
Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-
pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian 
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk 
menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Untuk selanjutnya  
tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data. Adapun metodologi 
dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan 
dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang 
dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan 
dilakukan. Terakhir adalah sitematika pembahasan. 
BAB II  :  Berisi tinjauan umum tentang pertalian nasab dan kewarisan, 
yang mencakup pengertian kewarisan, yang berhak menerima 
waris,unsur-unsur hukum waris, syarat-syarat mewarisi sebab-




BAB III :  Membahas tentang tinjauan umum tentang anak, pengertian 
anak dalam hukum islam, pengertian anak luar kawin menurut 
hukum islam mencakup anak sah, dan anak yang tidak sah. 
BAB IV :   Mengupas seputar hak kewarisan yang dimiliki anak watha‟ 
syubahat perfektif fiqih kontemporer, implikasi watha‟ syubahat 
terhadap kewarisan  
BAB V : Mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan 
hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus 
diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Pada bagian 
akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan releven 
dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, 







HUBUNGAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian dan Sumber Hukum  
 Dalam kamus bahasa Indonesia hubungan adalah ikatan atau 
pertalian
17
. Jika dihubungkan dengan kewarisan berarti adanya hubungan 
kewarisan merupakan sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal 
dunia kepada yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang 
telah meninggal tersebut. 
 Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan pewaris dalam 
memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Kebijaksanaan hukum syara‟ 
bahwa penggantian itu dipercayakan kepada orang-orang yang banyak 
memberi bantuan, pertolongan dan pelayanan dalam rumah tangga 
memelihara harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami istri. Dan juga 
dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan 
nama baiknya dan selalu berdoa sepeningalannya seperti anak turunannya.  
Yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan pewaris adalah 
orang-orang yang mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya untuk menerima 
harta waris tersebut. Adanya hubungan kewarisan yang pertama dipengaruhi 
oleh hubungan darah, seorang anak lahir dari rahim seorang ibu yang 
melahirkannya itu Kemudian mencari hubungan dengan laki-laki yang 
menyebabkan ibunya melahirkan, maka hubungan darah berlaku pula antara 
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dia dan laki-laki itu yang disebut dengan ayah
18
 . Sebab hubungan kewarisan 
yang kedua adalah karena pernikahan yang sah, dengan arti istri adalah ahli 
waris suami dan begitu sebaliknya. Dasar hukum adanya hubungan kewarisan 
dari ayat-ayat al-Quran antara lain: Surat an-Nisa‟ ayat 11 tentang adanya 
hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan: 
                     
                         
                            
                             
                           
         
Artinya :  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang 
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 
19
. 
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Kata walad menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang 
dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudien 
ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki atau pun 
perempuan yang mendapatkan hak terentu dari warisan ibu bapak dan kerabat 
yang di atur oleh Allah. Penggunaan kata zakkar pada ayat di atas bukan 
rajulun berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang 
bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih 
besar dari perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan 
seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah
20
 .  
Ayat di atas juga menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli 
waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris 
harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan oleh Allah. 
Ayat ini menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai 
hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama 
Islam. 
 Surat an-Nisa ayat 12 tentang adanya hubungan kewarisan yang 
dipengaruhi oleh hubungan perkawinan : 
                        
                    
                      
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                      
                         
                        
                      
Artinya :  “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. jika Isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 
hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang 
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih 
dari seorang, Maka 22 mereka bersekutu dalam yang sepertiga 
itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 





Dalam ayat di atas digunakan kata azwaj yang secara etimologis 
berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan 
kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang 
mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara 
keduanya, maka hubungan kewarisan antara suami dan istri disebabkan 
adanya hubungan hukum antara suami dan istri tersebut. Ayat di atas juga 
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menjelaskan bagian masing-masing sesuai keadaan masing-masing suami istri. 
Sumber adanya hubungan kewarisan dari hadist Rasulullah Saw antara lain : 
قَاَل: ُسِئَل أَبُو ُموَسى َعِن ابِن َو اِبَنِة اِبٍن َو اُخٍت فَ َقاَل :  ُشرَحِبیلٍ  بنِ  یلِ  زَ َْعْن 
ِلاُلخِت النِّصُف وأِت ابِن َمسُعوٍد َفَسیُ َتا بُِغِِن َفُسِئَل ابِن َمسُعوٍد ِلاِلبَنِة ألنِّصُف َو 
اِْفی اَقِضى َتِدینَ َْواُْخ بَِر ِبَقوِل َأِِب ُموَسى فَ َقاَل : َلَقد َضَللُت أًِذا َوَما َأََن ِمَن الُ  ََ 
دُ ا اِْبنِ  بْ َنةِ  َولِ  فُ  النِّصْ  ِلأِلبْ َنةِ  م ص النَِّبي  َقَضي ِبَا  َرَوه) لث يلُثَ ْیِ  ا َتْكِمَلةَ  سُ  لسي
 ) االُبَخارِيْ 
Artinya :  “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang 
kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu musa 
berkata: “ untuk anak perempuan setengah, untuk saudara 
perempuan setengah. Datanglah kepada ibnu mas‟ud, tentu ia 
akan berkata seperti itu pula. “ kemudien ditanyakan kepada Ibnu 
Mas‟ud dan dia menjawab: “saya menetapkan berdasarkan apa 
yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk perempuan 
setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap 
dua pertiga sisanya untuk saudara perempuan” 
22
( hadist riwayat 
Bukhari). 
 
ٍَ اِْبُِى ع ٌَّ ابّ ٌَّ َرُجالً أَتَى انَُّبِيَّ ص و فَقَاَل : اَ ٍ . أَ ٍِ ُحَصْی ٌِ ْب َرا ًْ ٍْ ِع
ِ اَ  َٔ ُذ ُس ) َر ِٓ فَقَاَل نََك انسُّ ٍْ ِيْیَرا ثِ ا نِى ِي ًَ دَياَت فَ ُٔ ْٕ داَ  )بُ
 
Artinya : “Dari Imran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi nabi 
dan berkata: “bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal 
dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. “Nabi 
berkata:” kamu mendapat seperenam” 
23
( hadis riwayat Abu 
Daud). 
 
B. Pengertian Hukum Waris 
Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris 
kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam Hukum Islam 
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dikenal dengan beberapa istilah seperti : faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, 
yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukan 
sebagai berikut : 
1. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah Suatu ilmu yang 
dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang 




2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu faraidl ialah Ilmu yang 
mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan 
harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar 




3. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur 
tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-
orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya 
masingmasing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan 
dan petunjuk Al-Qur‟an, hadist dan ijtihad para ahli.
26
 Berdasarkan 
defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa hukum kewarisan (ilmu 
faraid) sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian 
harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-
orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-
                                                             
24
 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, (Semarang : Pustaka Rizki 
Putra, 1997), hlm. 18. 
25
 Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih Fikih Sunnah ( Penterjemah 
Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh ), ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 682. 
26




orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli 
waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. 
Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format 
perundangundangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai 
pedoman dalam hukum kewarisan Islam.  
 
C. Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut Islam 
Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu : 
1. Pewaris (Muwarit), yaitu: Seseorang yang telah meninggal dan 
meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih 
hidup.
27
 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf  b mendefisikan 
sebagai berikut :Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau 
yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.  
2. Ahli Waris (Warits), yaitu : Orang yang berhak mendapat warisan karena 
mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, 
perkawinan atau hubungan lainnya.Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 
171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah: Orang yang pada saat 
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris. 
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3. Warisan (Mauruts), yaitu : Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 
meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. 
D. Syarat-Syarat Mewaris 
Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu : 
1. Meninggal dunianya pewaris  
Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang 
baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika 
seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup 
itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan : 
a. Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca 
indra; 
b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan 
adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah 
mati; 
c. Mati taqdiry (menurut dugaan),yaitu kematian yang didasarkan ada 
dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
28
 
2. Hidupnya ahli waris 
Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia 
karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris 
meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai 
warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut 
diperoleh melalui jalan kewarisan. 
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3. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris. 
Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk 
menerima warisan. 
 
E. Sebab-Sebab Orang Mewaris 
Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah 
kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang 
yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang 
menyebabkan orang menerima warisan, yaitu: 
1. Hubungan Kekerabatan (nasab) 
Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal 
kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau 
kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh 
kelahiran. Kekerabatan merupakan causalitas adanya seseorang yang tidak 




Pada tahab awal anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut 
keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku 
sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara 
seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-
orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa diantara sesama 
saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan 
mereka saling berhubungan kewarisan
30
. Selanjutnya hubungan 
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kekerabatan juga berlaku antara seseorang yang lahir dengan laki-laki 
yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan ayah. Bila dapat 
dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang 
menyebababkan ibunya hamil dan melahirkan. 
Hubungan kekerabatan ditegaskan Allah SWT dalam surat an- 
Nisa‟ ayat 11,12 dan surat al-Anfal ayat 75 yang ahli warisnya telah  
terinci dalam ayat tersebut. 
Hubungan kekerabatan juga bisa terwujud disebabkan adanya 
kelahiran yang secara subhat. Subhat terbagi 2 subhat perbuatan dan 
subhat hukum, subhat perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi 
antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang 
masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah, 
sedangkan subhat hukum adalah hubungan kelamin yang terjadi karena 
aqad yang semula sah, tetapi kemudian itu tidak sah dinikahinya
31
. Seperti 
keduanya adalah dua orang yang bersaudara.  
Hubungan kerabat bisa juga terjadi atas dasar pembuktian melalui 
pengakuan yaitu pengauan seorang laki-laki bahwa seseorang anak adalah 
anaknya secara sah. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan 
beberapa persyaratan. pertama, ada orang yang hilang ada pula pihak 
keluarga yang kehilangan. Kedua, dari segi umur keduanya pantas 
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2. Hubungan Perkawinan Hak saling mewaris antara suami istri yang 
disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya 
hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada: 
a. Adanya akad nikah yang sah; 
b. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satumeninggal dunia, 
termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji‟i. 
3. Hubungan Wala Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang 
yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat 
mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan 
Rasul (Hadis). 
4. Hubungan Seagama Hak saling mewaris sesama umat Islam yang 
pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang 
Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya 
diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam. 
 
F. Faktor Penghalang Kewarisan 
1. Pengertian penghalang kewarisan 
Penghalang merupakan bahasa arab dari al-manii‟ bentuk tunggal 
dari al-mawanii‟ menurut bahasa adalah penghalang, sedangkan menurut 
istilah sesuatu yang menyebabkan status seseorang menjadi penghalang 
karena adanya penyebab
33
. Amien Nasution dalam bukunya 
mendefenisikan penghalang sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan 
seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah cukup syarat 
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dan sebab untuk menerima harta warisan
34
. Sedangkan Amir Syarifuddin 
mendefenisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu 
menyebabkan tidak adanya hukum
35
.  
Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat 
penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan 
bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang 
berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada suatu keadaan 
menyebabkan dia tidak mendapatkan harta warisan.  
Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan 
penghalang kewarisan. Seperti kalangan Hanafiyah membaginya kepada 
empat pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan 
berlainan Negara. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah membaginya dalam 
tiga pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama. 
Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh pembagian, 
yakni: berbeda agama, budak, pembunuhan sengaja, li‟an, zina, ragu 
matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan dilahirkan
36
 . 




Menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan istilah adalah 
ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia
38
 . 
Al-Qur‟an telah menggambarkan bahwa seorang budak tidak cakap 
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mengurusi hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja, berdasarkan 
firman Allah SWT dalam surat an-Nahl : 75. 
                         
                        
         
Artinya: ”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yangdimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 
sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari 
kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara 
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu 
sama? segala puji Hanya bagiAllah, tetapi kebanyakan 




 Status hamba sahaya merupakan penghalang untuk menerima 
harta warisan, karena Allah mencantumkan orang yang berhak 
menerima warisan dengan huruf lam lit tamlik yang menunjukkan hak 
kepemilikan, yang berarti harta tersebut menjadi hak tuannya. 
Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan. 
 Terhalangnya seorang budak waris-mewarisi ditinjau dari 2 
segi: 
1. Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan karena ia dipandang 
tidak cakap mengurusi harta milik, apabila harta diberikan 
kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan 
menjadi milik tuannya.Status kekeluargaannya dengan kaum 
kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi keluarga asing
40
 .  
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2. Mewariskan harta kepada pewarisnya, Seorang budak tidak dapat 
mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan 
tidak cakap bertindak terhadap sesuatupun. 
Namun Pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini 
tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, karena masalah 
perbudakan sudah tidak ada dan dilarang di seluruh dunia praktiknya. 
Hal ini dicantumkan hanya sebagaisebuah pelengkap dalam 
mengetahui hukum mengenai masalah penghalang kewarisan. 
b. Pembunuhan 
Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan 
yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada 
keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi 
pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum 
Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33: 
                     
                        
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 
Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaankepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 





Dan juga terbukti dengan hukuman yang diterapkan kepada 
para pembunuh sangat berat seperti diyat dan qishash. Ulama ahli 
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waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris 
hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah : 
اَق ْبِن َأِب فَ ْر َوَة, َعِن ْبِن  ا. أَنبَأََن اللَّْیُث َعْن ِاْسحَ امَّد ِبْن ُرمٍ  احد ثنا مُ 
 َعنْ ,  ةَ  یْ رَ  رَ َْعْن ُُحَْیِد ْبِن َعْبِد الرَّْح َمِن ْب ِن َعْو ٍف, َعْن َأِبْ  ,ابٍ ْشِ 
َقا ِتُل َل یَِرُث )َرَوُه اِْبَن َما ل ا:  لَ  َقا وأنَ  َسَلم وَ  َْعَلیْ   ا َصلَّى للاِ  لِ  َرُسوْ 
 )وجَ 
 
Artinya: ”Muhammad Bin Rumhin bercerita kepada kami. Anak 
lakilaki al-Laist Bin Said dari Ishak Bin Abi Parwah, dari 
Ibni Sihab, dari Humaid Bin Abdirrahman Bin Auf, diterima 
dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw barkata” 
orang yang membunuh tidak dapat mewarisi”
42
. (HR. Ibnu 
Majjah). 
 
Hadis di atas cukup kuat sehingga dapat diterima dan 
ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka 
tidak sependapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa 
menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup 
banyak sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini. 
Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak 
mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan 
membunuh orang yang mewariskan
43
.  
Pada dasarnya pembunuhan adalah suatau kejahatan yang 
dilarang oleh agama, tapi dalam beberapa keadan pembunuhan bukan 
suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Yang 
dikelompokkan kepada 2 macam : 
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1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu 
pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan 
atau dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam perang, 
pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati dan pembunuhan 
dalam membela jiwa dan harta. 
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, Yaitu 
pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi 
dunia atau akhirat. Seperti pembunuhan yang dilakukan secara 
sengaja dan terencana, pembunuhan tersalah, seperti sengaja dan 
pembunuhan seperti tersalah. 
Bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang hak kewarisan 
terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama: Fukaha‟ aliran 
Syafiiyah dengan berpegang kepada keumuman hadist di atas 
berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang 
dilakukan ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi salah satu 
faktor terhalangnya mewarisi. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan 
yang menghalangi menerima warisan terbagi dua : 
1. Pembunuhan yang bersanksi qishas  
2. Pembunuhan yang bersanksi kifarah44  
Pembunuhan yang bersanksi qishas adalah pembunuhan yang 
dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan alat-alat yang dapat 
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. Berdasarkan dalil al-Quran dalam surat al-baqoroh 178 
dan  an-Nisa‟ ayat 93: 
                             
                         
                          
              
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang 
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) memberi 
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 
barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka 
baginya siksa yang sangat pedih”
46
. 
                            
              
Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di 
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya 




Pembunuhan yang bersanksi kafarah adalah pembunuhan yang 
dituntut sebagai sanksi kelalaiannya dengan membebaskan budak 
Islam atau puasa dua bulan berturut-turut. Adapun pembunuhan ini 
dibagi pada tiga macam:  




Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, hlm.27. 
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1. Serupa atau mirib sengaja (syibhul amdi) misalnya sengaja 
melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat 
membunuhnya, tetapi ternyata ia meninggal dunia 
2. Pembunuhan karena khilaf (qathul khata‟i) misalnya seorang yang 
sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset 
mengenai orang lain yang berda didekatnya. 
3. Yang dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa 
benda berat tanpa sengaja mengenai saudaranya hingga mati
48
 . 
Sifat pembunuhan ini dan sanksi kafarahnya ditentukan oleh Allah 
dalam al-Quran dalam surat an-Nisa‟: 92 
                            
                               
                     
                      
                            
          
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak 
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin 
Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika 
mereka (keluarga terbunuh) bersedekah]. jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) 
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antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah sipembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(siterbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya.Maka 
hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturutturut 
untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 




Menurut ulama Hanabilah pembunuhan yang menjadi 
penghalang untuk mewarisi adalah: segala pembunuhan yang 
dilakukan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan yang dilakukan 
secara hak tidak menghalangi untuk menerima harta warisan.  
Terhalangnya seorang pembunuh untuk menerima harta 
warisan dipengaruhi oleh beberapa alasan: 
1. Pembunuhan itu memetuskan hubungan silaturahmi yang 
merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. 
Dengan terputusnya sebab maka terputuslah musabbab atau hukum 
yang menetapkan hak kewarisan 
2. Untuk mencegah seseorang yang telah ditentukan akan menerima 
warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. 
3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak 
kewarisan adalah suatu nikmat, dan maksiat tidak boleh digunakan 
untuk mendapatkan nikmat
50
 .  
4. Berbeda agama  
Berbeda agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi 
kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang 
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. Al-Quran memang tidak menyebutkan keseragaman 
agama ahli waris dengan pewaris dalam hak ahli waris tersebut 
memperoleh bagian yang ditentukan, dasar hukumnya adalah hadist 
Nabi Saw: 
َبَة َوِاْسَح ُق إِبْ رَا  َوالَّلْفظُ , ىىْحد ثنا َیْح َي ْبٌن َیْح َي َوأَبُ ْو َبْكِر ْبُن َأِبْ َشی ْ
َنَة َعِن الزي اِن َح َخرَ  اآل قَالَ  وَ  بَ َرَنَ  أخْ  يَ  َیحْ  لَ  قَا يَ  لَِیحْ  رِىِّ ْدَّثَ َنا اْبُن ُعیَ ی ْ َْ 
 َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  زَْیدٍ  ْبنِ  َمةَ  اَُسا َعنْ  نَ  ُعْثَما ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُحَسْیٍ  ْبنِ  َعِلى َعنْ 
ْسِلمُ  یَِرثُ  لَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  ٍَْعَلیْ   للاّ 
ُ
 ) مَتفقٌ  اْلُمْسِلمَ  ِفرُ  اْلَكا لَ  وَ  ِفرَ  اْلَكا ْامل
 و(علی
Artinya: ”Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan 
orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang 




Jumhur ulama sepakat bahwa nonmuslim tidak dapat mewarisi 
harta orang Islam, hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa‟ 
ayat 141: 
                       
                        
                          
           
Artinya : “(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang 
akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat 
kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami 
(turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir 
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mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut 
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang 
mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara 
kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan 





Semua mujtahid sepakat bahwa non muslim tidak dapat jadi 
ahli waris dari pewaris muslim. Dalam hal orang muslim mewarisi dari 
yang bukan muslim terdapat perbedaan pendapat74. Pendapat ini di 
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TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 
 
A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam 
Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah 
anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal 
sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang 
anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang 
kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan 
perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal 
yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga 
merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu 
membangun bangsa dan negara.
54
 
Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan 
dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak,Anak juga 
merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 
nasional.Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada 
ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka 
semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, 
Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 





bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa 
kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.
55
 
Pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika 
anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan 
harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang 
semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. 
Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat 
mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.  
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam 
bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari 
sisi pandang sentralistis kehidupan.Misalnya agama, hukum dan sosiologi 
menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan 
sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam 
hukum (equality before the low) dapat memberikan legalitas formal terhadap 
anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau 
meletakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi 
kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 
bersangkutan. Hakhak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang 
timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.
56
 
 Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam 
presfektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan 
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suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu 
aspek agama, dan hukum. 
a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama Dalam sudut pandang yang dibangun 
oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan 
makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah 
kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. 
Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan 
agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti 
dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut 
tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung 
jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan 
hidupnya dimasa mendatang.  
Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua 
orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan 
dunia sebagai rahmatan lil„alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam 
pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus 
diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang 
diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.
57
 
b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum Dalam hukum kita terdapat 
pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-
tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri 
mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan 
hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau 
disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. 
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c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 Pengertian anak dalam UUD 
1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa 
anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, 
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
58
 Dengan kata 
lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma 
Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 
1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian 
tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang 
kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun 
sosial. Anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemelihraan dan 
perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia 
dilahirkan “. 
d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak Anak dalam UU No.3 
tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah 
orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan 
belum pernah menikah.
59
 ” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatsi 
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 UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2). 
38 
 
dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 
8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat 
kediua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam 
perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak 
sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena 
perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum 
genap 18 (delapan belas) tahun.  
e. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 UU No.1 
1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang 
digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 
ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum 
mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) 
UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui pria adalah 
19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. Menurut Prof. 
H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah 
dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan, hal ini dikarenakan pada 
kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan 
perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual 
beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. 
Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang belumn mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada 
dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan 
orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak 
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berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. 
Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak 
dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah 
dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan 
belas) tahun untuk laki-laki. 
f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata Pengertian anak menurut 
hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada 
anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek 
tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. 
Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata 
memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan 
seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai 
subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh 
perundang-undangan perdata.
60
 Dalam ketentuan hukum perdata anak 
mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat 
penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta 
warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap 
telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana 
yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata. 
 
B. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Islam  
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, 
sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah 
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dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah 
hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan 
keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang 
sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.
61
  
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami 
bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang 
sah menurut syara‟. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat 
dinasabkan kepada ayahnya Sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan 
kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut 
mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara 
kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada 
anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, 




Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar 
kawin, diantaranya adalah :
63
 Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi 
wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang 
menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau 
wanita lain; 
a. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan 
dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau 
kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain; 
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b. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu 
tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan. 
c. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi 
anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang 
bukan suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima 
oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan 
itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya. 
d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 
hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah. 
e. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 
menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai 
hidup, tetapi dilakukan juga,kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. 
Anak tersebut dianggap anak luar kawin. 
f. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku 
ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga 
Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat 
izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu 
dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan 
melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luarkawin. 
g. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali 
tidak mengetahui kedua orang tuanya. 
h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil 
dan/atau Kantor Urusan Agama. 
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i. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut 
agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan 
Kantor Urusan Agama Kecamatan.   
Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan 
wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual 
tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri 
atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata.  
Ialah Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut : 




Ada dua macam yang digunakan bagi zina, yaitu :  
a. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah 
nikah. 
b.  Zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum 
pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. 
Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai 
perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap Sebagai perbuatan zina yang harus 
dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi 
pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhson dicambuk 
sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson 
disebut anak luar kawin.
65
 Allah berfirman dalam Q.S. AnNuur ayat 2, yang 
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                             
                           
     
Artinya : “Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratuskali dera dan janganlah kamu merasa 
sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah 
apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh 
segolongan diantara orang-orang mukmin”. 
 




a. Anak mula‟nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang 
dili‟an suaminya. Kedudukan anak mula‟nah ini hukumnya sama saja 
dengan anak zina, ia tidak mengikuti  nasab suami ibunya yang me-li‟an, 
tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya,  ketentuan ini berlaku 
juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain. 
b. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki 
yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.   
Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyyah karangan Muhyidin 
sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan : 
67
“Bahwa 
nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang 
yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui 
tentang dirinya.” Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum 
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dikalangan sunny dan syi‟ah.” Hukum Islam membedakan syubhat kepada 
dua bentuk, yaitu :  
a. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan, adalah hubungan 
seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, 
suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah  
iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang 
kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan 
menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin. 
b. Anak syubhat hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad,      
misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui 
wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara 
sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah 
diketahui adanya kekeliruan itu, maka  isterinya haruslah diceraikan, 
karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam,
68
 maka, 
pabila keduanya tidak mengetahui fasid (rusak) dan batilnya akad 
keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman 
dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah 
meskipun keduanya langsung dipisahkan karena fasidnya akad keduanya. 
Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang fasid dan batilnya 
akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang   dosanya dan wajib bagi 
mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak  dinasabkan kepada 
bapaknya.
69
 Oleh karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan 
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keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu 
syubhat ini tidak dikenakan sanksi had (yaitu pukul 100 kali bagi yang 
belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila 





C. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam  
Di dalam Al-Qur‟an, anak dapat sering disebutkan dengan kata walad-
awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun 
perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak 
belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut al-
janin yang berarti al-mastur yang artinya tertutup dan al-khafy yang artinya 
tersembunyi didalam rahim ibu.
71
 Kata al-walad dipakai untuk 
menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walad dan al-
walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn 
yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti 
berarti ayah kandung.
72
 Selain itu, Al-Qur‟an juga menggunakan istilah thifl 
yang artinya kanak-kanak dan ghulam yang artinya muda remaja kepada anak, 
yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan 
diwaspadai orang tua, jikaada gejala kurang baik dapat diberikan terapi 
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sebelum terlambat, apalagi fase ghulam berarti remaja dimana anak 
mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa. 
Al-Qur‟an juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih seakar 
dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis 
anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua 
harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak 
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memilik prinsip dan kepribadian 
yang teguh. Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk tashghir sehingga 
berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan 
menunjukkan adanya hubungan kedekatan al-iqtirab. Panggilan ya bunayya 
yang artinya “wahai anakku” menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil 
dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. 
Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang 
dibangun dalam pondasi yang mengutamakan kedekatan, kasih sayang dan 
kelembutan. Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta 
melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dengan kelahiran. Seorang anak yang sah adalah anak yang 
dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya 
seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan 
kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab 
dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, 
namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. 
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Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan 
minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. 
Berdasarkan dalam Al-Qur‟an surat Al-Ahqaaf ayat (15) yang  
                                
                                
                        
                      
Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 
orang ibu  bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan 
melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai 
menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.  
 
Selanjutnya Surat Luqman ayat (14) yang artinya : “Dan kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, 
ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan 
menyapihnya dalam dua tahun”.   
Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa 
menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam 
ayat ini, berapabulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui dan ayat 
kedua tersebut menjelaskan masa menyusu selama dua tahun (24 bulan). Ayat 
ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara 
global dalam ayat pertama diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan 
setelah dikurangi  bulan masa menyusui, sisanya tinggal enam bulan sebagai 
masa minimal kehamilan.  
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Menurut Soedaryo Soimin mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, 
anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak 
pernikahan orang tuanya, tidak perduli apakah anak itu lahir sewaktu orang 
tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena 
wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu 




Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para fukaha 
menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 
(seratus delapan puluh) hari.
74
 Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni 
maupun Syi‟ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. 
Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa 
kehamilan terdapat perbedaan.   
Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah 
dan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka 
bersenggama.
75
 Berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada 
waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran Mazhab  
Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya 
kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama adalah tidak dapat 
dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu 
menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Dalam hal ini 
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Wahbah az-Zuhulaili berpendapat, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan 
kepada suami perempuan itu. 
76
Tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan 
kepada suami ibunya mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap 
sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak 
mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya.  
Untuk memastikan bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya 
(dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan 
ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau 
tidak yaitu : 
a. Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih), yang dimaksud dengan        
tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah 
dan ibu si anak semenjak mulai mengandung, maka apabila bayi yang 
dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada  kedua 
orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah 
dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan   adanya 
tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk  menetapkan 
bahwa anak yang ada adalah anak yang sah.  
b. Pengakuan. Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui 
pengakuan dengan syarat :  
1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya;  
2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang      
yang mengakuinya; 
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3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.   
Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu 
Sebagai anak sah dari yang mengakuinya.  
c. Saksi. Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya 
bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang 
laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa 
seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu 
menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi 
sebagai bukti dan Hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah 
anak yang sah.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa status 
hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut Hukum Islam adalah 
apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan 
yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat 
dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir 
kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka 
anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada 








Dari uraian yang telah penulis paparkan mengenai Hak Waris Anak 
Hasil Watha‟ Syubahat perfektif fiqih kontemporer maka ada beberapa hal 
yang dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris 
kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam Hukum Islam 
dikenal dengan beberapa istilah seperti : faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-
lain. kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui 
orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta 
kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya. 
2. Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi 
semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan 
menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di 
muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana 
hubungan nasab hubungan darah antara anak dan orang tua adalah 
hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bias diganggu gugat 
dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab 
seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut 
yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus 




3. Watha‟ syubahat adalah suatu perbuatan yang bisa menggugurkan 
seseorang terhadap hukum (had).  Contoh persetubuhan yang dilakukan 
laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang di setubuhi 
adalah istrinya sendiri. 
 
B. Saran 
1. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi 
peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh  
sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat 
untuk meneliti mengenai kewarisan hendaknya lebih memahami lebih 
mendalam sehingga dalam menganalisis data dapat menghasilkan data 
akurat. 
2. Pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari watha‟ 
syubahat, merupakan  pernikahan fasakh pada perbuatan, serta penjaminan 
hak-hak anak harus ada. Tidak ada seorang anak yang meminta untuk 
dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, masyarakat dan lembaga yang 
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